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ABSTRAK 

 

Muhamad Ismail Adam. 201920251013. Analisis Yuridis Pertimbangan 

Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum 

(Studi Kasus Perkara Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009). 

Peninjauan kembali terhadap kebijakan hukum pidana (ius constitutum) adalah 

untuk mengatur para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara 

pidana ialah terpidana atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 

ayat (1) KUHAP. Dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra putusan nomor 12 

PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009, dalam prakteknya Mahkamah Agung 

menerima dan mengakui Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pihak yang dapat 

mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana selain terpidana atau ahli warisnya.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, 

mengkaji dan menganalisa tentang pertimbangan dan penerapan hukum pada hakim 

Mahkamah Agung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan 

empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan 

dengan permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali 

tersebut diterima atau dikabulkan Mahkamah Agung. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pertimbangan atas putusan 

Mahkamah Agung menimbulkan konflik kepentingan dan kekacauan hukum, 

menimbulkan persoalan struktur, kultur dan subtansi hukum. Sebab makna rumusan 

ketentuan-ketentuan dalam KUHAP jelas dan telah normakan oleh Mahkamah 

Konstitusi khususnya Pasal 263 Ayat (1) KUHAP namun tidak implementasikan oleh 

Mahkamah Agung sehingga tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu mulai dari 

Pengadilan Negeri sampai pada Mahkamah Agung harus mengikuti Putusan Mahkamah 

Agung Nomor : 84 PK/Pid/2006 dan Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 tertanggal 15 

Agustus 2008 sehingga perkara selanjutnya tidak saling bertentangan satu dengan 

yang lain. 

Kata kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki legal standing. 

Analisis Yuridis.., Muhamad Ismail Adam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022



 vi 

ABSTRACT 

Muhammad Ismail Adam. 201920251013. Juridical analysis of the 

Supreme Court Consideration when Granting Consent to Review of Court 

Decision by the Public Prosecutor (Case Study Number:12 /PK/Pid.Sus/2009). 

Review on criminal legal policy (ius constitutum) is intended to administer 

all parties who may apply for review of court decisions which already have 

permanent legal power in criminal cases shall be the  convict or the heirs as 

stipulated in the provision of Article 263 paragraph (1) of CRIMINAL CODE 

BOOK (KUHAP). In the case of Joko Soegiarto Tjandra, court ruling number 12 

PK/Pid.Sus/2009 dated June 11, 2009, the Supreme Court accepted and 

recognized Public Prosecutor as a party to apply for review of court decisions 

which already have permanent legal power in criminal cases, besides the convict 

or his heirs. 

The purpose of this article is to identify, study and analyze the 

considerations and legal execution of the Supreme Court Judge. By way of 

normative and empirical legal research methods, through qualitative approach, 

namely research method on legal provisions and legal books as well as doctrine 

related to the application of the Public Prosecutor for the aforesaid review 

acceptable or approved by the Supreme Court, 

Based on research by the writer, considerations on the Supreme Court 

decision have resulted conflict of interest and legal chaos, cause structural, 

cultural problems and legal substance. Because the formula significance of the 

provisions in the CRIMINAL CODE BOOK are clear and have been normalized 

by the Constitutional Court, particularly Article 263 Paragraph (1) of the 

CRIMINAL CODE BOOK and yet are not executed by the Supreme Court as to 

cause absence of legal certainty. Therefore, the District Court up to Supreme 

Court shall observe Decision of the Supreme Court Number : 84 PK/Pid/2006 and 

Decision Number 16/PUU-VI/2008 dated August 15, 2008, hence subsequent 

cases will not contradict to each other. 

The key words : In Review of Court Decision, the Public Prosecutor possesses no 

legal standing. 
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